


I. PENDEEULUAN

Eonvensi Hukum Lzut FEE Tahun 1982 tentang Hukum Laut
ional (KHL 1982) merupsksn karya Desar masvarakat
ernasional yene membanggakan, KEAL 1982 vang dihasilikan

Eanprrens‘ uum: Lawt PHE IIL yang disdaken dari tahun 1973

ampai dengan tahun 19852 telan berhesil mengatur sszlurdh

mazsalah hukum lavt dan membtuat rekor Yaru dalam sejerah Ziukum
terngsional. Earenz belum peraah ada susiu konvens i yang

in
ditandatangani oleh 119 negara pads hari psriams lkonvensi

i

sebut Terbuxs untuk penandatancsanan.

Dari cata Jumlah peseriz negara penandatanesn dan ruang-
lingkup pengaturan konvensi tersebut di atzs telah mengesmwbar—
kan uszha masysrskst intsrnzsionzl menglkodifikesi ketentuan-
Ketsntyan hukum laui dan perkemtangan progrezsif hukum inter—

nesional. Walaupun disadari juga bahwa konvensi tidak sepenihe

tetapl palifig tidak konwvensi dapat memperkecil kesenjangzn
aniars negsra-negarz Perkembang fan negsra-negzra maju.

votensial untuk berbzgzi kepentingan, bail Yepentimeasn elanomi,
politik mawvpun keamanan, Apalz
laut mendapai arti yang sznget penting baci manusiz. Oleh

zebsb ity dengan lahirnya HAL 1982 akan mengatur kepentingan-

e - B | L
Hepentingan magyarskKat internzglional dalam ‘memanfaathan laut

mntud kKenpentingan berssma.

Mamun KHL 1922 dapat diteravhan Jika mendiapat dukungzan
dari negara-negara secara nasiomal. Jndi nesara-nasara perlu

menindak lanjuti perangkat hulum internasional ke dalam per-



Indonesia sebaeai bagian anegota masyarzkat internasional
turut aktif mendukung XEAL 1982 dan mengikatkan diri dengan
meratifikasinya, berdasarkan Undang-Undang Fo.1Y Tahun 1985
tentang Pengesahan Eonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ten-
tang Hukum Laut pada tanggal 31 Desember 1965,

Pindakan ratifikasi merupskan tindakan hukvm susiu ne-
gara setuju terikat pada suatu perjanjian.11j Jadi Indenesis
secara yuridis berkewajiban umtuk mzlakukan tindak lanjut
KHL 1982 wyang diperlukan dalam rengks pengimplementasiannys,
Indonesia harus meninjan dan pempsrbaharul peraiuran psrun=-
dang=undangannya yang telaﬁwgﬁtEIUE ratifikasi EHL 1982 atau
membuat peraturan perundangan yang baru yang sesual dengan
EHL 1982,

Tindak lanjutan ini perlu untuk memberikan suatn kepas-
tian perlindungan hukum internasional tagl kepentingan nasio-
nal Indonesia, Seperti perjuangan pengalivan negara xepulauan
yang telah diproklamirksn sejal Tanggal 13 Desemzer 1857
(Deklarasi Juanda), berdasarkan ¥HL 1882 telsh mempunyal ke-
wupatan hukum internasional. Mamun dalsm implsmentasinya secara
nazional perlu meninjaw dan memperbaharui persturan perundang-
undengan vang berlaku yang berhuburngan dengan peEngsituran nega-
ra kepulzuzn tersebut. Misalnya Undznz-Uncang Yo.d/Frp tahun
{060 tentsng Perairan Indenesia, Undang-Undang Houw1 Tahun
1073 tantang Landas Kontinen Indonssia yang masgih mengacu
pada Xonvensi Jenewa Mahun 1958 tentanz Hulkum Laut yang tentu-

nya berbeda dengan ¥HL 18952,

1) Linha%t Paszl 14 Konvensi VWins Tahun 1969 tentzng
Hulcum Perjanjian Internasional.



regim-regim perairan dan lavt vang devai berads 41 bzwah
yurisdiksi nasional suatyu negzrz Xeoulauan, segerti halnya

Indonesis Yaito

o

a. Peralran psadalaman &,

r'

andaz Foenbinen

b, Terairan Tusantara e. Zona Tkonomi Thshklusif

C. Laut Teritorial dan Zona Tomrtohi-n
L' HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum (legal status)gonvensi Hulkum Taut
Tahun 1982 Delam Hukum Tasisnal Setelah Berlakunys

Undang-Undang Ho.17 Tahun 1985

suztu negara yang akan meagikatken diri pada ¥HL 1982
tentu akan memperiimbangkan terlebih dahulu isZnya. Se jauh-
mana perjaniian internasional memberikan kontribusi bzgi kKe-
pentingan nasionalnya. Beritupula halnyz Indonesiz tentu te-
lah mempertimbangkan dan oleh karena itu meratifikosinya
serta mendepositkan pada Sskretaris Jenderzl Ferserikatan
Tangsa-Pangsa. Dengan perkataan lain secan jsng sesual atau

4

¢1dnlc bertentangan dengan kepentingan nagional, Indonesia

alan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian balk melti-
1gteral maupun bilateral dalam rangia parbisipasi untulk
menun jang dan mengolohkan keserasian dalam liehidupan serta

2)

hubungan antar tangsa,
Sebpagaimana disampalikan dalam urzian asebslumnya bahwa
sebelum lzhirnya KIL 19682, Indonesia juna sudah mempunyai

produk-produlc nukun nasional yang mengotur lautnyz. Telapl

2) Haskah Akademis Teraiuran perundang-undangesn teniang
Tembuatan dan Aatifikasi Perjaniian Internzsional, BRI -
Deparlu, 1979-198C, Jakarta. hal 1.
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